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	PENDAHULUAN


	
	
Sistem ketatanegaraan dengan paradigma baru yakni pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat untuk masa waktu 5 Tahun, maka Visi, Misi dan program Presiden terpilih tersebut tertuang dalam produk perencanaan jangka menengah 5 Tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang secara kesisteman menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan karena dijabarkan menjadi Rencana Strategi (Restra) setiap kementerian dan lembaga termasuk Polri.


Sesuai dengan amanat pasal 4 ayat 3 Peraturan Kapolri No. 17 tahun 2012 tentang Sisrentra Polri yang berbunyi “Perencanaan jangka panjang di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Grand Strategi Polri yang merupakan suatu perencanaan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri yang memuat sejumlah alternatif strategis untuk menghadapinya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun”. 
 
Perencanaan jangka panjang dimaksud mencakup memuat visi dan misi Polri, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap Rencana Strategi merupakan hal yang sangat krusial dan prioritas utama serta harus menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap personel yang bertugas di bidang Perencanaan 

Tujuan perencanaan strategis adalah menjamin adanya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan srategis yang selalu berubah. Pada hakekatnya tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidakpastian masa depan. 

Agar pemberian materi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik Dikbangspes Fungrengar dibidang Sisrenstra dapat berjalan dengan optimal maka disusunlah hanjar dalam bentuk Modul Sistem Prencanaan Strategi. 
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	STANDAR  KOMPETENSI 

	
	Mampu menyusun Sisrentra Polri.
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	KOMPETENSI DASAR  

	
	1. Memahami konsep Sisrenstra Polri.
Indikator hasil belajar :

a. Menjelaskan latar belakang (dasar) Sisrenstra Polri;
b. Menjelaskan pengertian sisrenstra Polri;
c. Menjelaskan tujuan Sisrenstra Polri;
d. Menjelaskan azas-azas sisrentra polri;
e. Menjelaskan dokumen perencanaan strategis.
2. Memahami teknik penyusunan Renstra dan Renja satker.
Indikator hasil belajar:

a. Menjelaskan cara penyusunan Renja Polri;
b. Menjelaskan teknik aplikasi penyusunan produk sisrentra Polri berupa Renstra dan renja Polri.
3. Terampil menyusun Renstra Satker.
Indikator hasil belajar :
a. Membuat misi Satker;
b. Mengidentifikasi tujuan Satker berkaitan dengan misi itu;
c. Menentukan sasaran yang akan dicapai;
d. Membuat Renstra Satker.
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	MATERI PELAJARAN

	
	1. Pokok bahasan 1

Konsep Sisrenstra Polri.
Sub Pokok bahasan 1 :

a. Latar belakang (dasar), pengertian Sisrenstra Polri;
b. Tujuan Sisrenstra Polri;
c. Azas-azas sisrentra polri;
d. Tataran Rencana Strategis Polri.
2. Pokok bahasan 2 
Penyusunan Renstra Satker

Sub Pokok Bahasan 2 :
a. Cara penyusunan Renja Polri;
b. Mekanisme penyusunan produk sisrentra Polri berupa Renstra dan renja Polri.
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	METODE PEMBELAJARAN

	
	1. Metode ceramah.
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang konsep Sisrenstra yang terdiri dari: (dasar), pengertian, tujuan dan azas-azas sisrenstra Polri, menjelaskan semua dokumen perencanaan Polri (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek) dan menjelaskan teknik penyususnan rencana kerja satker.
2. Metode tanya jawab.
Metode ini digunakan untuk memperdalam materi pengertian, tujuan dan azas-azas sisrenstra Polri, menjelaskan semua dokumen perencanaan Polri (jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek) dan menjelaskan teknik penyususnan Renstra Satker serta untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik yang telah disampaikan pendidik.
3. Metode praktik.
Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan menyusun Renstra Satker  dan cara pembuatan Renstra satker.
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	ALAT, MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

	
	1. Alat, Media dan Bahan.
a. Laptop;
b. LCD;
c. Flip chart;
d. Whiteboard;
e. OHP;
f. Slide;
g. Kertas;
h. Spidol;
i. Penghapus.
2. Alat.
a. Peraturan kapolri No.17 tahun 2012 tentang Sisrentra Polri;
b. Surat Keputusan kapolri No Pol: Skep/360/VI/2005 tentang Gran strategi polri;
c. Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/572/XI/2009/tentang panduan penyusunan Renja Polri.
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	KEGIATAN PEMBELAJARAN

	
	1. Tahap awal : 15  menit
a. 
Pendidik melaksanakan apersepsi yang meliputi :
1) Perkenalan;
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran;
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan peserta didik selama pembelajaran.
b. Peserta Didik menyimak, menanggapi, dan melaksanakan instruksi pendidik.
2. Tahap inti : 775 Menit.
Tahap Inti 1: Penyampaian materi: 90 menit.
a. Pendidik menyampaikan materi tentang  latar belakang, tujuan renstra, azas-azas renstra dan tataran rencana strategis serta cara dan mekanisme penyusunan Renstra Satker dilingkungan Polri;
b. Peserta Didik menyimak, menanggapi, dan mencatat hal-hal yang penting;
c. Pendidik memberikan kesempatan kepada Serdik untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti;
d. Peserta Didik menanggapi dan menyampaikan pertanyaan kepada Pendidik.

Tahap Inti 2: Praktik Penyusunan Renstra Satker: 685 menit.
a. Pendidik menginstruksikan kepada peserta didik untuk membentuk 6 (enam) kelompok;
b. Peserta didik secara kelompok memperaktekan: 
1) Membuat misi Satker;
2) Mengidentifikasi tujuan Satker berkaitan dengan misi;
3) Menentukan sasaran yang akan capai;
4) Membuat Renja Satker.
c. Masing-masing kelompok memaparkan hasil praktik dan ditanggapi kelompok lain;
d. Pendidik memfasilitasi pratik;
e. Pendidik memberikan tanggapan hasil paparan masing-masing kelompok;
f. Peserta didik mengumpulkan hasil pratik

3. Tahap akhir : 20 menit.
a. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum;
b. Pendidik mengecek penguasaan materi Pendidikan dengan bertanya  secara lisan dan acak kepada peserta Pendidikan;

c. Pendidik merumuskan learning point/koreksi dan menyimpulkan  materi Pendidikan yang disampaikan kepada peserta Pendidikan.
4. Tes capaian Kompetensi: 90 menit.


	
	


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	TAGIHAN / TUGAS

	
	Peserta didik mengumpulkan hasil tugas individu berupa Print Out Renstra satker paling lambat 1 hari setelah pembelajaran.



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	LEMBAR KEGIATAN

	
	-
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	BAHAN BACAAN 

	
	POKOK BAHASAN 1

KONSEP SISRENSTRA POLRI

A. Latar Belakang dan Pengertian Sisrenstra.

Jangka   Panjang   menjangkau   20   tahun,  yang   dalam   konteks Polri disebut   Grand Strategi
sebagai koridor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berlandaskan cita-cita dan tujuan pemerintahan negara.

Dengan demikian intisari dari Sistem Perencanaan Strategis ini yang merupakan benang merahnya, dapat diuraikan sebagai berikut:
Sistem Perencanaan
 Strategis (Sisrenstra) beserta komponen-komponennya yaitu setiap produk perencanaan di lingkungan Polri yang pada intinya mengenai pengambilan keputusan sekarang tentang apa yang dikehendaki organisasi Polri di waktu yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kinerja-kinerja tertentu.
Substansi dari
setiap
produk perencanaan diarahkan pada program, kegiatan dan komponen yang teranggarkan  secara  tertib sampai pada tingkat pelaksana di lapangan, dari sumber APBN yang dialokasikan bagi Polri, maka kinerja atau outcome rasa aman sebagai akumulasi output dari seluruh   kegiatan  yang  dilaksanakan,  akan dapat dicapai sesuai dengan perkembangan yang ada. Apabila terjadi kontinjensi yang memerlukan penanggulangan dengan Operasi Terpusat dengan sumber anggaran  di luar APBN Polri, maka dapat diajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Pemerintah.


Karena untuk pengerahan satuan-satuan Tugas-Terpadu (Satgas Opsda) dan satuan pemukul (Striking Force) Brimobda  adalah kewenangan Kapolda, dimana pengelolaan/ manajemen operasinya melalui Kepala Biro Operasi Polda.

Dokumen - dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas terutama yang mencantumkan standar yang dapat Berlaku bagi seluruh jajaran Polri, substansi intinya juga digambarkan dalam Sisrenstra ini, namun penjabaran terinci dalam lingkup setiap program  dan  lingkup  wewenang  pengemban   fungsi, akan  dituangkan  dalam  pedoman  pelaksanaan  tersendiri. Dokumen yang dimaksud antara lain mengenai Rencana Operasi (Renops) Rencana Latihan Pra Operasi   (Renlat Praops), Rencana Program Pendidikan (Renprodik) dan Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan (Renlatharpuan).
B. Tujuan Perencanaan Strategis.

Tujuan perencanaan Strategis adalah menjamin adanya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan strategis yang selalu berubah. Pada hakikatnya tujuan perencanaan strategis adalah untuk
mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidakpastian masa depan.

C. Asas-asas Perencanaan Strategis.

Pada dasarnya sumber daya yang dapat disediakan untuk pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri akan selalu
terbatas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil perencanaan yang sebaik-baiknya, dikaitkan dengan tuntutan dan kemampuan sumber daya nasional, maka dalam perencanaan perlu memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keterpaduan dan kesatuan sasaran.
Pemanfaatan sumber daya yang tersedia bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri hanya dapat dioptimalkan melalui perencanaan yang terpadu. Keterpaduan mengandung pengertian kesatuan sasaran, serta koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Kesatuan sasaran diperlukan untuk memberikan acuan yang kuat bagi perencanaan dan kegiatan berikutnya, di samping itu juga merupakan dasar
bagi
kegiatan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi kepentingan perencanaan selanjutnya.

2. Asas manfaat dan prioritas.
Setiap upaya perencanaan harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam  batas-batas  sumber daya yang tersedia. Kemampuan penyediaan sumber daya bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri akan selalu terbatas, oleh karenanya dalam penggunaan dan  pemanfaatannya perlu disusun skala prioritas.
3. Asas keseimbangan dan keserasian.
Pembangunan dan penggunaan kekuatan serta pengembangan kemampuan
Polri   harus
seimbang dan serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang disediakan.
Keseimbangan dan keserasian harus terwujud pula dalam penyusunan  dan perumusan program  utama  maupun program dukungan.
4. Asas kekenyalan dan pandangan jauh ke depan.
Perencanaan
strategis harus luwes dan mampu mengidentifikasikan gejala dan masalah  yang  bisa  terjadi  pada masa yang akan datang, serta menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan keadaan yang mungkin timbul. Analisis perkembangan lingkungan strategis dengan metode SWOT merupakan salah satu implementasi dalam produk perencanaan strategis.

5. Asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab.
Perencanaan strategis membedakan pengambilan keputusan politik, strategis pembinaan dan
oprasional serta tingkat tanggung jawab pelaksanaannya  berdasarkan  fungsi,  sehingga dapat dicegah duplikasi dan kesimpangsiuran.
D. Tataran Rencana Strategis Polri. 

Penyelenggaraan upaya penegakan hukum,  pelindung,  pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka memelihara keamanan  dalam negeri secara garis besar dilaksanakan melalui 3 tingkat kegiatan perencanaan strategis yaitu:
1. Tingkat perumusan strategi;
2. tingkat penyiapan kekuatan; dan
3. tingkat Operasional.
a. Tingkat perumusan strategi.
Pada
tingkat ini dirumuskan arah kebijaksanaan pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri, strategiupaya penegakan hukum,
pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok Polri atas dasar polirik dan strategi nasional yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan nasional.
b. Tingkat penyiapan kekuatan.
Pada tingkat ini dirumuskan rencana penyiapan kekuatan dan kemampuan Polri yang menjadi sasaran untuk masa 5 tahun mendatang, meliputi kegiatan-kegiatan: menganalisa
cara-cara penanggulangan
ancaman dengan kekuatan nyata yang dimiliki; menetapkan dan merumuskan resiko-resiko yang mungin dihadapi dan upaya penanggulangannya (memperkecil resiko); danmenyusun rencana  pembangunan  kekuatan  dan pengembangan kemampuan  yang  dapat  disiapkan  dalam masa  5  tahun  mendatang,  berdasarkan  sumber  daya nasional yang dapat disediakan;
c. Tingkat operasional.
Pada tingkat ini disiagakan, dikerahkan  dan dikendalikan segenap kekuatan polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya yang dapat disiapkan,
dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya sesuai   dengan kesatuan dan
gelar kekuatan serta ancaman yang dihadapi.

Ketiga tingkat kegiatan perencanaan strategis tersebut mendasari penyusunan sistem perencanaan  strategis  serta  pembuatan program dan anggaran tahunan dalam  upaya  tercapai  tugas pokok Polri.
POKOK BAHASAN 2

PENYUSUNAN RENSTRA SATKER
A. Proses perencanaan.

Perencanaan strategis adalah   perencanaan  untuk  menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu telaahan yang termuat tentang setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis untuk mengetahui sejauh mana mempengaruhi pelaksanaan tugas  Polri dan mempersiapkan berbagai alternatif strategis untuk menghadapinya; Seluruh kegiatan perencanaan merupakan suatu sistem yang tanggap terhadap perubahan situasi lingkungan dan membentuk suatu jaringan penalaran dengan titik-titik penalaran serta jalur- jalur umpan balik yang menjamin kekenyalan sistem;

Dengan demikian diharapkan bahwa keandalan kemampuan Polri untuk menanggulangi ancaman yang dihadapi akan dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan kekuatan dan sumber daya yang minimal.

B. Jangka Perencanaan
.

Berdasarkan jangkauan waktu, peranan dan hubungannya, tiap Dokumen strategis digolongkan ke dalam tiga jangka waktu perencanaan yaitu:
1. perencanaan jangka panjang;
Perencanaan jangka panjang di lingkungan Polri adalah suatu telaahanakademik terhadap setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan sejumlah alternatif strategi untuk menghadapinya kurun waktu 20 tahun dan setiap 5 tahun diadakan revisi.
2. Perencanaan jangka Menengah.
Perencanaan jangka menengah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri serta sasaran strategis Polri yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.
3. Perencanaan jangka pendek.
Perencanaan jangka pendek mempunyai jangkauan  satu sampai dua tahun, yang merupakan dasar bagi  pelibatan  kekuatan.
C. Kriteria keberhasilan perencanaan.
Tingkat keberhasilan perencanaan strategi diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Dapat memberikan jaminan terhadap ketidakpastian masa depan dan mengurangi resiko kegagalan;
2. Dapat didukung dan dilaksanakan sesuai dengan  waktu  dan sumber daya yang tersedia;
3. Memenuhi prinsip ekonomi,  yang  mampu  menjamin  efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok;
4. Memenuhi tuntutan pembangunan nasional, yang  mampu menjamin / mendukung suksesnya pencapaian tujuan dan kepentingan pembangunan nasional;
D. Mekanisme penyusunan 
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari cita-cita dan tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan arah keseluruhan pembangunan nasional, termasuk di lingkungan Polri, dengan tata urut penyusunan sebagai berikut:
1) Sistematika (disusun oleh Bappenas).
2) Acuan:
a) Pancasila dan UUD 1945;
b) Visi, misi dan  tujuan  dibentuknya Negara, yaitu cita-cita Nasional dan tujuan pemerintahan negara yang  tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
3) Penyusunan:
a) Rancangan awal disusun oleh Bappenas;
b) Dilakukan uji publik ke beberapa provinsi daerah tertentu;
c) Dibahas forum Musrenbangnas yang diikuti unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat, termasuk dari Srena Polri.
4) Waktu:
a) Berlakunya 20 tahun, sejak 1 Januari 2005;
b) penyusunan paling lambat  1  (satu)  tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Nasional yang sedang berjalan.
5) Pengesahan: Pengesahan Rencana
Pembangunanan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) oleh Presiden Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Undang – Undang.
2. Grand Strategi Polri (Naskah Akademik).
Grand Strategi Polri   sebagai penjabaran  pelaksanaan RPJPN atau wujud
 RPJPN di tingkat
Kementerian / Lembaga Non Kementerian, dalam  hal ini  Polri. Grand strategi Polri merupakan masukan bagi Sisrenstra Polri, karena dokumen perencanaan ini belum berkaitan dengan anggaran, maka lebih bersifat Telaahan Akademik (Naskah Akademik) yang berlandaskan pada cita-cita dan tujuan pemerintahan negara.
1. Sistematika / Substansi: 
a) Pengantar;

b) Kondisi umum;
c) Potensi pembangunan dan faktor strategi;
d) Visi dan misi Polri;
e) Pembangunan Jangka  Panjang (PJP) Polri. 
2.  Acuan:
a) Draft RPJPN;
b) Undang – Undang Nomor  7  Tahun 2004  tentang RPJPN;
3.
Penyusunan:
a) Rancangan awal disusun oleh Srena Polri;
b) Memperoleh
masukan dari berbagai
stake holders (yang berkepentingan dengan Polri) di tingkat pusat maupun dari Polda – Polda;
c) Dimulai setahun sebelum berlakunya grand strategi (RPJP Polri);
4. Waktu:
a) berlaku selama 20 tahun, sejak 1 Januari 2005 s.d. 2024;
b) penyusunan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode grand strategi ( RPJP Polri ) yang sedang berjalan;
5. Pengesahan:
a) selambat-lambatnya pada tahun dimulainya grand strategi;
b) revisi pada tiap tahun ke lima kecuali dalam keadaan situasi yang mendesak;
c) pengesahan naskah Grand Strategi Polri oleh Kapolri.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMN
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi  pokok pembangunan nasional,   sasaran
prioritas pembangunan nasional, prioritas arah kebijakan pembangunan, dan rincian program – programnya secara nasional dan lintas Kementerian serta Lembaga non Kementerian.
1. Sistematika / Substansi:
a) Bagian I

:Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional.

b) Bagian II
:Agenda menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai.

c) Bagian III
:Agenda menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis.
d) Bagian IV
:Agenda meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

e) Bagian V
:Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan.

f) Bagian  VI
:Penutup.
2.
Acuan:
a) Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Nasional (RPJPN) 
b) Visi, misi dan program Presiden terpilih / terpilih kembali.
3. Penyusunan:
a) Rancangan awal disusun oleh Bappenas.
b) Masukan dari Daerah dan
Kementerian atau Lembaga dibahas dalam Musrenbangpus.
c) Penyempurnaan dalam forum Musrenbangnas, termasuk dari Srena Polri menampung saran dari jajaran Polri, untuk menanggapi draft RPJMN.
4. Waktu:
1. berlaku 5 (lima) tahun.
2. ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
5. Pengesahan: Pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Presiden Republik Indonesia, yang disahkan melalui Peraturan Presiden.
4. Rencana Strategis (Renstra) Polri.

Renstra Polri sebagai pelaksanaan dari RPJMN
atau wujud RPJMN di tingkat Kementerian / Lembaga Non Kementerian dalam hal ini Polri, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan fungsi dan tugas Polri. Disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta mengacu pada rencana kebutuhan ( Renbut  ) Satker dalam memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan ( Renharkuat ) materiil, Rencana pembangunan
kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan.
1. Sistematika / Substansi:
a) Visi dan Misi Polri.

b) Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
c) Program – program. 
d) Kegiatan indikatif.
e) Kaidah pelaksanaan.
2. Penyusunan:
a) Rancangan awal oleh Srena Polri  dimulai  pada   Semester kedua 
tahun ke lima Renstra sebelumnya;
b) Memperoleh masukan dari berbagai stake  holders (yang 
berkepentingan dengan Polri) di tingkat     pusat      maupun  dari 
Polda – Polda;
c) Kirintelstrat 5 tahun oleh Baintelkam Polri;
d) Renbangkuat / Renharkuat oleh Ssarpras Polri;
e) Renbangkuat oleh SSDM Polri;
f) Renbangkuat oleh Lemdi Polri;
g) Rengunkuat oleh Sops Polri.
3. Waktu:
a) Berlaku untuk 5 (lima) tahun, dimulai 1 Januari setelah Renstra yang sedang berjalan berakhir.
b) Dilaksanakan
Revisi
pada
tahun
ke tiga kecuali dalam keadaan situasi yang mendesak.
4. Pengesahan: Pengesahan dokumen Renstra Polri oleh Kapolri. 
5. Acuan:
a) RPJM Nasional.
b) Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan Polri.
c) Perkiraan Intelijen Strategis (Kirintelstrat) 5 (lima) tahun.
Menggambarkan sejauh mana pengaruh lingkungan strategis baik yang bersifat global maupun regional, terhadap situasi keamanan dalam negeri dan merumuskan perkiraan bentuk ancaman potensial, dari tingkat kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi dengan prediksi ancaman dalam  kurun  waktu lima tahun berjalan.
d) Renbangkuat Polri.
Renbangkuat Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi atas Rencana Kebutuhan materiil seluruh jajaran Polri selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikangambaran atas sasaran – sasaran kekuatan dan kemampuan yang mungkin dapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).
e) Renharkuat Polri.
Renharkuat Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matrik kompulasi atas Rencana Pemeliharaan terutama peralatan seluruh jajaran Polri selama 5 ( lima ) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran pemeliharaan seefisien mungkin. (Matriks terlampir).
f) Renbangkuatpers  Polri.
Renbangkuatpers Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi atas Rencana Kebutuhan seluruh jajaran Polri selama 5 ( lima ) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran-sasaran pembangunan dan kekuatan personel yang mungkin dapat dicapai setiap tahunnya. ( Matriks terlampir ).

g) Renharpuanpers Polri.
Renharpuanpers Polri, sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi atas Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel terutama keahlian / profesionalisme personel seluruh jajaran Polri selama 5 ( lima ) tahun ke depan. sehingga memberikan gambaran profesionalisme personel. (Matriks terlampir).

h) Rengunkuat Polri.
Rengunkuat Polri sebagai lampiran Renstra Polri merupakan matriks kompulasi jenis-jenis Rencana Operasi ( Renops ) terpusat dan
kewilayahan
yang kemungkinan
dapat dilaksanakan oleh Mabes Polri dan  Polda  selama  5  (tahun) ke depan, sehingga dapat mengatasi ancaman yang mungkin timbul   berdasarkan
perkiraan

Intelijen Strategis (Matriks terlampir).
i) 
Analisis Tren Gangguan Keamanan. 
1)  Sistematika / Substansi:
a) Pendahuluan.
b) Situasi Kamtibmas.
c) Evaluasi.
d) Kesimpulan dan saran.
e) Penutup.
2) Acuan:
a) Renstra Satker; 
b) Renja Satker;
c) Kirintel Strat oleh Fungsi Intelijen.
3)  Penyusunan:
a) Mengacu pada Gangguan Kamtibmas tentang kriminalitas, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta kejadian- kejadian menonjol yang menggangu keamanan baik akibat bencana alam
maupun wabah penyakit selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
b) memperoleh masukan dari berbagai stake  holders (yang berkepentingan dengan Polri). Ditingkat pusat maupun di kewilayahan;
c) penyusunan draftt oleh Kasatker termasuk  Kasatker di dalam jajarannya;
d) penyusunan di tingkat Mabes Polri oleh Kabaharkam Polri dan jajarannya;
penyusunan di tingkat Polda oleh Direktur Sabhara
· dibantu Direktur Lalu Lintas dan Direktur Polair serta Direktur Pamobvit Polda;
· penyusunan di tingkat Polres  oleh Kasatsabhara dibantu Kasatlantas serta unsur Polair di wilayah perairan.
4) Waktu:
a) kurun waktu periode sama dengan  periode  Renstra. 
b) 
penyusunan   paling   lambat  pada
Semester kedua tahun terakhir Renstra sebelumnya.

5)  Pengesahan: Pengesahan oleh Kasatker.
j. 
Analisis Trend 4 (empat) jenis kejahatan.
1) 
Sistematika / Substansi: 
a.
Pendahuluan;
b. Situasi kejahatan;
c. Evaluasi;
d. Kesimpulan dan saran;
e. Penutup.
2) 
Acuan:
a) Renstra Satker; 
b) Renja Satker;
c)
Kirintelstrat oleh fungsi Intelijen.
3) Penyusunan.
a) mengacu pada 4 (empat) golongan jenis kejahatan (transnasional, konvensional, terhadap kekayaan negara dan yang berimplikasi kontinjensi) selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
b) memperoleh masukan dari berbagai stake holders (yang berkepentingan dengan Polri) di tingkat pusat maupun di kewilayahan;

c) penyusunan draftt oleh Kasatker termasuk  Kasatker di dalam jajarannya;
d) penyusunan di tingkat Mabes Polri oleh Kabareskrim Polri dan jajarannya;
e) penyusunan di tingkat Polda oleh Direktur Reskrim Polda bersama Direktur Reserse lainnya;
f) penyusunan di tingkat Polres oleh Kasatreskrim.
4)  Waktu:
a) kurun  waktu sama dengan
periode Renstra;
b) penyusunan
paling lambat pada  semester  kedua tahun terakhir Renstra sebelumnya.
5)  Pengesahan oleh Kasatker.
k. 
Analisis Trend Gangguan Keamanan Berkadar tinggi.
1)
Sistematika / Substansi:
a)
Pendahuluan;
b)
Situasi;
c)
Evaluasi;
d)
Kesimpulan dan saran;
e)
Penutup.
2)
Acuan:
a)
Renstra Satker;
b)
Renja Satker;
c)
Kirintelstrat oleh fungsi intelijen.
3)
Penyusunan:
a)
mengacu pada gangguan keamanan yang
Berintensitas tinggi selama 5 (lima) tahun sebelumnya;
b) memperoleh masukan dari berbagai stake  holders (yang berkepentingan dengan Polri) ditingkat pusat maupun di kewilayahan;
c) penyusunan draft oleh Kasatker;
d) penyusunan di  tingkat  Mabes  Polri   oleh  Kakorbrimob Polri dan jajarannya;
e) penyusunan di tingkat Polda  oleh  Kasat  Brimob Polda.
4) Waktu:
a) kurun waktu sama dengan periode Renstra;
b) penyusunan paling lambat pada Semester kedua tahun terakhir Renstra sebelumnya.
5) Pengesahan : Pengesahan oleh Kasatker.
5. Rencana Strategis (Renstra) Polda

Renstra Polda memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang disusun  sesuai  dengan  fungsi dan tugas Polda. Disusun berpedoman kepada RPJM Daerah  dan  bersifat indikatif, mengacu  Renstra Polri  dan  Rencana kebutuhan (Renbut) untuk memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil,
Rencana pembangunan kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana
Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan. 
1.
Sistematika / Substansi:
a. Visi dan misi Polda (penjabaran visi dan  misi Polri);
b. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
c.  Program-program; 
d.  Kegiatan indikatif;
e.  Kaidah pelaksanaan.
2.
Acuan:
a.
Renstra Polri; 
b.
RPJMD;
c. Penjabaran   visi   dan
misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Polri;
d. Kebijakan Kapolda selaku
penanggung jawab kuasa pengguna anggaran;
e. Kirintelstrat 5 (lima) tahun;
Menggambarkan sejauh mana pengaruh lingkungan Strategis baik yang bersifat global maupun regional terhadap situasi keamanan dalam negeri dan merumuskan perkiraan bentukancamanpotensial, dari tingkatan
kejahatan konvensional  sampai   kepada ancaman kontijensidengan prediksi ancaman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
f. Renbangkuat Polda.

Renbangkuat Polda sebagai lampiran Renstra
 Polda merupakan matriks kompulasi atas rencana kebutuhan materiil sejajaran di tingkat Polda selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas sasaran- sasaran   kekuatan dan kemampuan yang   mungkindapat dicapai setiap tahun. (Matriks terlampir).
g. Renharkuat Polda;

Renharkuat Polda sebagai lampiran RenstraPolda merupakan matriks kompulasi atau rencanapemeliharan terutama peralatan  sejajaran tingkat  Polda   pada  5  (lima) tahun
ke depan, sehingga memberikan
gambaran atas sasaran Harkuat yang mungkin dapat dicapai setiap tahun. ( Matriks terlampir ).

h. Renbangkuatpers Polda;

Renbangkuatpers Polda, sebagai
lampiran Renstra Polda merupakan matriks
kompulasi atas Rencana
Kebutuhan personel sejajaran Polda selama 5 ( lima ) tahun ke depan, sehingga memberikan gambaran atas
sasaran-sasaran Pembangunan dan kekuatan personel yang mungkin dapat dicapai setiap tahunnya. ( Matriks terlampir )

i. Renharpuanpers Polda;

Renharpuanpers Polda, sebagai lampiran Renstra Polda merupakan matriks kompulasi atas Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel terutama keahlian / profesionalisme personel   jajaran Polda selama 5 (lima)   tahun ke
depan sehingga memberikan gambaran profesionalisme personel. (Matriks terlampir).
j. Rengunkuat Polda;

Rengunkuat
Polda
sebagai lampiran
Renstra Polda merupakan matriks kompulasi Rencana Operasi (Renops ) kewilayahan masing-masing Polda yang kemungkinan dapat dilaksanakan olah masing-masing Polda selama 5 ( lima ) tahun ke depan, sehingga dapat mengatasi ancaman yang mungkin  timbul  berdasarkan  Perkiraan  Intelijen
tiap Polda yang bersangkutan (Matriks terlampir).
3. Penyusunan:
a. Rancangan awal oleh Rorena Polda dimulai pada semester kedua tahun kelima Renstra sebelumnya;
b. Memperoleh masukan dari berbagai Stake Holder (yang berke-pentingan dengan Polri) di Tingkat Polda maupun kewilayahan;
c. KIRINTELSTRAT 5 tahun oleh Ditintelkam Polda;
d. Renbangkuat  /  Renharkuat  materiil oleh  Rolog Polda;
e. Renbangkuatpers  /  Renharpuanpers  oleh  Ropers Polda;
f. Rengunkuat  oleh Roops Polda 
· Waktu: berlakunya untuk 5 (lima) tahun, dimulai 1 Januari setelah Renstra yang sedang berjalan berakhir;

· dilakukan Revisi pada tahun ketiga kecuali dalam keadaan situasi mendesak.
4.
Pengesahan: Pengesahan dokumen Renstra Polda oleh Kapolda.
E. Alur Penyusunan Renstra
Rencana strategis KL disusun berdasarkan RPJMN dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat.

Alur penyusunan Renstra-KL ditetapkan melalui proses sebagai berikut: 

1. Proses Teknokratik; 

2. Proses Politik; 

3. Penetapan Renstra-KL.
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Penjelasan atas proses penyusunan Renstra-KL adalah  sebagai  berikut:

1. Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan yang dilakukan dengan  menggunakan  metode  dan  kerangka  berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.
Proses tersebut mewadahi sinkronisasi rancangan teknokratik Renstra-KL dengan rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005- 2025 yang dilakukan dengan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara K/L, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan.
Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra-KL mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025 yaitu Periode pembangunan 2010 -2014 (merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMN 2010 -2014.

2. Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden.

Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Rancangan Renstra-KL.

Rancangan Renstra-KL berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden terpilih.
Rancangan Renstra-KL disusun berdasarkan Rancangan Teknokratik Renstra-KL dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional.

2) Penelaahan Rancangan Renstra-KL (Trilateral Meeting).

Penelaahan Rancangan Renstra-KL dilakukan melalui pertemuan trilateral meeting, yang melibatkan tiga pihak, yaitu K/L, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan.
Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut:
a. 
K/L menyampaikan Rancangan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, program serta kegiatan yang telah memasukkan kebutuhan pendanaan jangka menengah.
b. 
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas memperhatikan:
1) Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
2) Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;

3) Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;

4) Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program K/L dengan program prioritas Presiden;
5) Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (outcome) program K/L; serta
6) Sumberdaya yang diperlukan.
c. 
Departemen Keuangan memperhatikan kebijakan anggaran dan efisiensi pendanaan bagi program dan kegiatan K/L untuk jangka menengah sesuai dengan kebutuhan pendanaan K/L.
Hasil trilateral meeting oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN menjadi Rancangan RPJMN
Penetapan Renstra-KL

RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL.
Rancangan Renstra-KL ditetapkan menjadi Renstra-KL dengan Peraturan Pimpinan K/L, dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

a. 
Dokumen Renstra-KL

1. Substansi Renstra-KL

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi Kementerian/Lembaga. Informasi baik tentang keluaran (output), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif.

Visi yang terdapat di dalam Renstra-KL merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.
Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, K/L memiliki sasaran- sasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN).
Strategi kebijakan dan pendanaan K/L disusun sampai dengan tingkat    program    dan/atau    Lintas    Program    dalam    K/L   yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing- masing program serta rencana sumber pendanaannya.
Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam K/L antara lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan/atau swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP - Public Private Partnership).
Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di masing-masing K/L sesuai dengan kelompok karakteristik K/L. Detail kinerja dan rencana pendanaan program/kegiatan yang dibiayai APBN disusun dalam matriks Kinerja K/L dan matiks Pendanaan K/L.
F. Sistematika Penulisan Renstra-KL

Penyusunan Renstra-KL mengikuti sistematika sebagaimana tertuang dalam Box 1:
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Sistematika Penulisan Renstra-KL

G. Tahap Penyusunan Renstra-KL

Langkah-langkah penyusunan Renstra-KL dilakukan sebagai berikut:
 Langkah I
: Persiapan

Langkah II

:Identifikasi Kondisi Umum, serta 
Analisis Potensi 
  dan Permasalahan K/L

Langkah III 
: Penyusunan Visi dan Misi K/L

Langkah IV 
: Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 
Langkah V
: Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi 
Langkah VI 
: Penyusunan Program dan Kegiatan

Langkah VII
 : Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis 



   KPJM)
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Gambar 3.6 Bagan Tahap Penyusunan Renstra-KL

a. Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:
i. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra-KL;
ii. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya, selanjutnya bisa menjadi gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan K/L terhadap kondisi umum yang dihadapi;
iii. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan K/L; dan Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL.
b. Identifikasi
Kondisi
Umum
serta
Analisis
Potensi
dan Permasalahan K/L

a) Identifikasi Kondisi Umum K/L

Identifikasi kondisi umum K/L merupakan langkah bagi K/L untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra-KL periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L.
Bagian kondisi umum yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra-KL terdiri dari :

1)  Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan
Evaluasi pencapaian program dan kegiatan didasarkan pada sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra-KL pada periode sebelumnya
2)  Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L
Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh K/L harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.
b) Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi K/L untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup K/L maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan K/L, serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.
K/L dapat menganalisis potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dengan menganalisis perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternal.
Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan K/L, penjaringan aspirasi masyarakat, identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, serta tantangan yang akan dihadapi sangat penting untuk menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan.
H. Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L 

a. Penyusunan Visi dan Misi K/L

a) Visi (Vision) K/L

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.
Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.
Adapun dalam penentuan Visi K/L, perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:
1) Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi K/L;
2) Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi K/L;
3) Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
4) Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
5) Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; dan
6) Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.
b) Misi (Mision) K/L

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Kriteria dalam penentuan Misi K/L adalah sebagai berikut:

1) Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu;
2) Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Undang- undang terkait;
3) Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi K/L atau bersifat unik terhadap organisasi K/L lainnya; dan
4) Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi K/L ke dalam tujuan K/L.

b. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L

Tujuan dan sasaran strategis K/L disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi K/L.
Pada tingkat organisasi K/L, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis K/L berada pada tingkat kinerja dampak (impact).

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pencapaian visi dan misi K/L.
Kriteria penentuan Tujuan K/L adalah sebagai berikut:
a) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka menengah;
b) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
c) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan
d) Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L
Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis K/L adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategis K/L yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
c. Sasaran strategis K/L harus dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
d. Sasaran strategis K/L harus dilengkapi dengan target kinerja.
Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis K/L adalah sebagai berikut:
a. Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;

b. Measurable: target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
c. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
d. Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
I. Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 
a. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis K/L.
Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam Renstra-  KL dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; (i) Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari RPJMN), dan (ii) Arah Kebijakan dan Strategi K/L.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi Kebijakan dan Pendanaan Nasional dalam RPJMN sebagaimana tertuang dalam Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III menjadi acuan dalam menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran- sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.
Prioritas merupakan arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
Sasaran pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden terpilih.
Prioritas terdiri dari fokus prioritas yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas K/L.
Kegiatan prioritas merupakan kegiatan pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) dari fokus prioritas.
Pada Proses politis, K/L masih dapat mengusulkan strategi kebijakan dan pendanaan nasional yang berbeda dengan Rancangan Awal RPJMN sejauh tetap dalam koridor untuk melaksanakan platform Presiden terpilih yang dinyatakan dalam bentuk Prioritas Nasional.
Usulan strategi kebijakan  dan  pendanaan  nasional akan ditelaah melalui wadah trilateral meeting.

J. Uraian  Strategi  dan  Kebijakan  Nasional 
a. Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Arah Kebijakan dan Strategi K/L memuat langkah- langkah yang berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut harus mencakup kegiatan- kegiatan prioritas dalam RPJMN ( Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait.
Strategi kebijakan dan Pendanaan K/L merupakan uraian yang bersifat lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Uraian juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang ditetapkan.
Setiap uraian strategi kebijakan dan Pendanaan K/L dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan dan harus dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program tersebut serta rencana sumber pendanaannya.

Sumber pendanaan program dan/atau Lintas Program dalam K/L antara lain dapat berasal antara lain dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (investasi dari pihak swasta dalam atau luar negeri melalui mekanisme PPP- Public Private Partnership).
b. Penyusunan Program dan Kegiatan
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L.

c. Langkah-langkah penyusunan program meliputi:
1) Identifikasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis K/L, yang bertujuan untuk menentukan kinerja dan/atau bentuk pelayanan yang akan dicapai oleh K/L;

2) Identifikasi kinerja K/L dan indikator kinerja K/L,;

3) Penyusunan Outcome dan Indikator Kinerja Program; dan
4) Penamaan Program, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator program (outcomes), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Eselon I penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masing organisasi pelaksananya.
Kegiatan K/L

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program  yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan  tindakan  pengerahan  sumberdaya baik   yang   berupa   personil   (sumberdaya   manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:
1) Kegiatan Teknis

Kegiatan Teknis dapat berupa :

a) Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan- kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional. Kegiatan prioritas nasional harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut, antara lain:
· 
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
· Merupakan kegiatan yang mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
· Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
· Memiliki ukuran kinerja yang spesifik, tegas dan terukur sehingga dapat secara langsung dipantau manfaatnya terhadap masyarakat; dan
· Realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target jangka waktu yang telah ditetapkan.
b) Kegiatan Prioritas K/L, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran K/L.
c) Kegiatan Teknis Non-Prioritas, merupakan kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja (Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas.
1) Kegiatan Generik, kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.
2) 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon 2 yang bersifat memberikan pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) kegiatan teknis termasuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
3) Kegiatan Teknis yang disusun harus dapat mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi;
4) Nomenklatur kegiatan teknis bersifat unique/khusus (tidak duplikatif) untuk masing-masing unit organisasi;
5) Kegiatan teknis harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu; 
6) Kegiatan teknis dilaksanakan dalam periode waktu jangka menengah, dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi.
Langkah-langkah penyusunan kegiatan meliputi:
1) Penyusunan Output Kegiatan, dan
Penamaan Kegiatan, yang didasarkan pada keterkaitan antara indikator-indikator kegiatan (outputs), sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanggungjawabnya, dan bersifat unik (tidak duplikatif) pada masing-masing organisasi pelaksananya.
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (outputs, outcomes dan impacts).
Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1) 
Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
2) 
Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3) 
Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
a) Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit,
b) 
Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan); dan
c) Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4) 
Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
5) 
Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6) 
Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
Indikator Kinerja Program (Outcome)

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Outcome dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L 
Kriteria rumusan outcome program adalah sebagai berikut:
1) 
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;
2) 
Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
3) 
Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.
Indikator kinerja program dalam kerangka Akuntabilitas Organisasi merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program.
Metode pemilihan Indikator Kinerja Program Teknis berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan datanya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1) 
Kelompok data/informasi tersedia
Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang sudah tersedia. Kelompok data/informasi dikumpulkan sendiri oleh K/L bersangkutan. Kelompok indikator ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
a) Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting;
b) Indikator kinerja program merupakan Indeks Komposit dari Indikator-indikator kinerja kegiatannya; dan
c) Indikator kinerja program merupakan indikator survei penilaian pencapaian kinerja program.
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.
Output dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L 
Kriteria
rumusan output kegiatan adalah sebagai berikut:
1) 
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;
2) 
Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
3) 
Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program; dan
4) 
Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu
Indikator Kinerja Kegiatan dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian output/kinerja keluaran.
Kriteria penyusunan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:
1) 
Indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja;
2) 
Indikator kinerja kegiatan disusun menjadi:
 (i) Indikator kuantitas, 
(ii) Indikator kualitas, 
(iii) Indikator harga; 
3) 
Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan.
Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja.
Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh K/L, Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
Kriteria dalam menentukan Target Kinerja menggunakan pendekatan “SMART”, yaitu:
1) 
Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2) 
Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
3) 
Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4) 
Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; 
5) 
Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
d. Pendanaan
Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN.
Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk Renstra-KL yang disusun dalam perspektif jangka menengah merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun.
Langkah penyusunan pendanaan K/L adalah sebagai berikut:
1. Penelaahan (review) program dan kegiatan.
Penelaahan (review) program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah program dan kegiatan pada periode Renstra-KL sebelumnya akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh K/L terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja (hasil evaluasi Renstra-KL periode sebelumnya dicantumkan dalam Kondisi Umum K/L, Identifikasi Kondisi Umum dan Permasalahan K/L).
Hasil dari penelaahan program dan kegiatan pada Renstra-KL 2005-2009 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2010-2014.
b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2010- 2014.
Penyusunan program dan kegiatan mencakup penyusunan indikator kinerja beserta target kinerjanya.
c. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru
Anggaran tahun dasar 2010 diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan program dan kegiatan 2005-2009 hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru (Renstra-KL 2010-2014) dengan menggunakan Pagu Definitif 2010.
d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah.
Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2011, 2012, 2013, hingga 2014 menggunakan tahun dasar 2010.
Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur program dan kegiatan baru.
Dalam penyusunan prakiraan maju anggaran tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, minimal harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi:
1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian;
2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;
3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan
4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.
Skenario-skenario
penyusunan
prakiraan
maju
jangka menegah dapat dilihat dalam anak lampiran 5.
Langkah penyusunan pendanaan K/L dapat dilihat pada diagram di bawah ini.
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	RANGKUMAN

	
	1. Sistem Perencanaan
 Strategis (Sisrenstra) beserta komponen-komponennya yaitu setiap produk perencanaan di lingkungan Polri yang pada intinya mengenai pengambilan keputusan sekarang tentang apa yang dikehendaki organisasi Polri di waktu yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kinerja-kinerja tertentu.
2. Tujuan perencanaan Strategis adalah menjamin adanya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan strategis yang selalu berubah. Pada hakikatnya tujuan perencanaan strategis adalah untuk
mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidakpastian masa depan.
3. Langkah-langkah penyusunan Renstra-KL dilakukan sebagai berikut:
Langkah I
: Persiapan

Langkah II

:Identifikasi Kondisi Umum, serta 
Analisis Potensi 
  dan Permasalahan K/L

Langkah III 
: Penyusunan Visi dan Misi K/L

Langkah IV 
: Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 

Langkah V
: Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi 

Langkah VI 
: Penyusunan Program dan Kegiatan

Langkah VII
: Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis 


   KPJM)
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	LATIHAN

	
	1. Jelaskan latar belakang penyusunan renstra!
2. Jelaskan pengertian renstra!
3. Jelaskan tujuan renstra!
4. Jelaskan azas-azas renstra!

5. Jelaskan dokumen perencanaan jangka menengah!

6. Jelaskan tehnik penyusunan renstra!
7. Buatlah renstra di satker anda bertugas!
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	LAMPIRAN 


BAB I PENDAHULUAN


Kondisi Umum


Potensi dan Permasalahan





BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA


Visi Kementerian/Lembaga


Misi Kementerian/Lembaga


Tujuan


Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga





BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Arah Kebijakan dan Strategi Nasional


	Sesuai dengan penugasan RPJMN pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).


Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome dari masing‐masing Program


Arah Kebijakan dan Strategi K/L


Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)


Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan


Uraian dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome dari masing‐masing Program


Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.


BAB IV Penutup








LAMPIRAN


Matriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L





Program dan Kegiatan 2005-2009


Program


Kegiatan


Pagu Definitif 2010
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Evaluasi (PP 21/2004)
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Struktur Program dan Kegiatan 2010-2014
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Kinerja
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Pagu Definitif 2010





Penyusunan based year 2010
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Prakiraan Maju
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